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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 03/Pdt.Sus—Pembatglé‘hTPgrﬁdﬁwgian/ZOZO/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan
memutus perkara permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat pertama
yang diajukan oleh :

PT Bank Maybank Indonesia Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang
didirikan  berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia, beralamat di Sentral Senayan 3, 25" Floor,
JI. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan,
Jakarta 10270, Indonesia, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Melani
Fitria Putri, S.H., M.H.; dan Sony El Mars, S.H. Para
Advokat dari kantor hukum Siregar Setiawan Manalu
Partnership (SSMP), beralamat di Sahid Sudirman
Center, Lantai 17, Suite C, Jalan Jenderal Sudirman No.
86, Jakarta Pusat — 10220, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 10 Maret 2020, selanjutnya disebut
Selagal ... TR, | S . Pemohon;

Terhadap

PT Nusuno Karya, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang
beralamat di JI. Raya Jatiwaringin No. 9 Lt. 2, Pangkalan
Jati — Jakarta Timur, Indonesia, yang diwakilioleh ASEP
TOMI, selaku Komisaris, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada SYARIF FADILLAH, SH. MH. dan JULIANI, SH.
MH., Advocate and Legal Consultant pada Law Office
SYARIF FADILLAH & PARTNERS , beralamat di
Tamansari Hive Office latai 2Jalan D.| PanjaitanKv 2.
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2020,
selanjutnya disebut sebagai...........ccccceeeen.. Termohon;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
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Menimbang, bah%hgm&uge%ﬁaﬁ%ﬁé@&ﬁmohonannya tanggal 23

Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal ... dibawah Register Nomor
03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan

permohonan pembatalan perdamaian sebagai berikut:

A.
PEMOHON ADALAH KREDITOR YANG BERHAK UNTUK MENGAJUKAN
PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

1. PEMOHON adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas,
beralamat kantor di Sentral Senayan 3, 25" Floor, JI. Asia Afrika No. 8, Gelora
Bung Karno, Senayan, Jakarta/10270, Indonesia, yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasar yan g telah

mengalami beberapa kali perubahan melalui akta-akta sebagai berikut:

- Perubahan nama dari-PT Bank Internasional Indonesia Tbk menjadi
PT Bank Maybank Indonesia Tbk melalui’ Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Internasional Indonesia
Tbk Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015, dibuat oleh Aryanti Artisari,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (Bukti P-1), dimana perubahan
nama tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0941203.AH.01.02.TAHUN
2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas PT. Bank Maybank Indonesia Tbhk tanggal 26 Agustus 2015
(Bukti P-2);

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Maybank Indonesia Tbhk
Nomor 44 tanggal 29 Maret 2019, dibuat oleh Aulia Taufani, S.H.,
Notaris di Jakarta Selatan (Bukti P-3), yang telah diberitahukan dan
diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
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PERBERIRn N BerdidHaA B33 BERR0EN PBFBankeNFEBARR

Indonesia Thk tanggal 8 April 2019 (Bukti P-4).

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Maybank Indonesia
Tbk Nomor 44 tanggal 29 Maret 2019, dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris
di Jakarta Selatan (vide Bukti P-3), Bapak Muhamadian (Bukti P-5) dan
Bapak Effendi (Bukti P-6) adalah benar Direktur dari PEMOHON sehingga
yang bersangkutan sah dan berhak bertindak untuk dan atas nama
PEMOHON.

3. Adapun dalam mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan
Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor:
118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2019 ini,
PEMOHON mengacu pada Pasal 291 Undang-Undang No. 37 tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“‘UU

Kepailitan dan PKPU”), yang berbunyi sebagai berikut:

2. Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor

juga harus dinyatakan pailit.”

4. Lebih lanjut, yang dimaksud dalam Pasal 170 UU Kepailitan dan PKPU

adalah:

5. Ketentuan formil mengenai Permohonan Pembatalan Perdamaian diatur

pada Pasal 171 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Tuntutan pembatalan perjanjian wajib dilakukan dan ditetapkan dengan

cara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal
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10.

Baiﬁﬁsal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Perkara Nomor: 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal
12 September 2018 (“Putusan PKPU”), TERMOHON telah dinyatakan
dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Sementara dengan segala akibat hukumnya selama 45 (empat puluh lima)
hari (Bukti P-7).

Menindaklanjuti Putusan PKPU tersebut, PEMOHON telah mengajukan
pencatatan tagihan kepada Tim Pengurus agar dicatatkan sebagai kreditor
dari TERMOHON dengan sifat tagihan separatis, sebagaimana Surat
Permohonan Pencatatan Tagihan tanggal 26 September 2018 (Bukti P-8).

Tim Pengurus kemudian 'telah melaksanakan Rapat Pencocokan
(Verifikasi) Tagihan Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, dimana Kreditor yang telah mengajukan tagihan dan telah

dicocokan/diverifikasi berjumlah 200 (dua ratus) Kreditor, yang terdiri dari:

- Kreditor Preferen sejumlah 2 (dua) Kreditor, dengan total piutang
sebesar Rp52.476.065.495,00;

- Kreditor Separatis sejumlah 2 (dua) Kreditor, dengan total piutang
sebesar Rp85.146.226.897,90;

- Kreditor Konkuren sejumlah 196 (seratus sembilan puluh enam)
Kreditor, dengan total tagihan sebesar Rp145.735.475.420,77.

Di dalam Rapat Pencocokan (Verifikasi) Tagihan Kreditor tersebut, fagihan

na diajukan oleh PEMOHON telah diakui oleh TERMOHON dan Tim
Pengurus. Dengan mikian, PEMOHON lah _kredi [
TERMOHON n lah _diakui ngaan i Kreditor

Separatis dari TERMOHON.

Pada tanggal 17 Juni 2019, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan dan
Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh
TERMOHON. Di dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana
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- Sebanyak 116 (seratus enam belas) Kreditor Konkuren yang mewakili
100% (seratus persen) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan
yang mewakili tagihan sebesar Rpl117.131.420.341 atau 100%
(seratus persen) dari seluruh tagihan para Kreditor Konkuren yang

hadir dalam rapat telah menyetujui rencana perdamaian;

- Sebanyak 2 (dua) Kreditor Separatis yang mewakili 100% (seratus
persen) dari jumlah Kreditor Separatis yang hadir dan yang mewakili
tagihan sebesar Rp85.146.226.897,90 atau 100% (seratus persen)
dari seluruh tagihan para Kreditor Separatis yang hadir dalam rapat

telah menyetujui rencana perdamaian.

Dengan demikian, Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERMOHON
telah disetujui secara aklamasi oleh seluruh Kreditor Konkuren dan Kreditor
Separatis yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana

Perdamaian tersebut.

11. Hasil pemungutan suara atas Rencana Perdamaian tersebut telah
memenuhi syarat untuk diterimanya Rencana Perdamaian, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

12. Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh para Kreditor tersebut
kemudian dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 17 Juni 2019
(“Perjanjian Perdamaian”) (Bukti P-9) yang ditandatangani oleh Debitor
dan para Kreditor, dengan diketahui oleh Tim Pengurus, agar dapat

disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

13. Padatanggal 17 Juni 2019, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian tersebut melalui Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 118/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019 (“Putusan
Pengesahan Perdamaian (Homologasi)”) (Bukti P-10), yang amar

putusannya berbunyi sebagai berikut:
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MENGADILI
1. Menyatakan sah Perdamaian yang dilakukan antara Debitor PKPU

yakni PT Nusuno Karya (Dalam PKPU) dengan para kreditornya telah
disepakati bersama pada hari Senintanggal 17 Juni 2019;

2. Menghukum Debitor (PT Nusuno Karya (Dalam PKPU)) dengan para
kreditornya untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

3. Membebankan biaya perkara kepada Debitor PT Nusuno Karya
(Dalam PKPU) sebesar Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh

sembilan ribu rupiah);

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU disebutkan
bahwa Kreditor, termasuk Kreditor Separatis, yang menyetujui rencana
perdamaian tunduk terhadap Putusan pengesahan perdamaian. Adapun
bunyi lengkap ketentuan Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU adalah
sebagai berikut:

“Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali
Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)”.

15.

Kk ra Kreditorn rm k k PEMOHON.

16. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti bahwa PEMOHON ben ar
merupakan Kreditor dari TERMOHON. Selain itu, dikarenakan PEMOHON
telah menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh TERMOHON,
maka PEMOHON juga tunduk terhadap setiap ketentuan yang terdapat
dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) jo. Perjanjian
Perdamaian. Dengan demikian, apabila TERMOHON lalai dalam memenuhi
kewajibannya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengesahan
Perdamaian (Homologasi) jo. Perjanjian Perdamaian, maka PEMOHON

memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan
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17. Hal sebagaimana tersebut di atas juga sejalan dengan beberapa Putusan

sebagai berikut:

1. Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor:
65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2017 (Bukti
P-11) yang menyatakan:

‘Menimbang, bahwa oleh Kkarena Termohon telah
L lalai lal | . o

2. Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst.
jo. Nomor; 39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. (Bukti P-12)
yang menyatakan:

‘Menimbang, bahwa oleh Kkarena Termohon telah

18. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta, ketentuan, dan Putusan

sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan laqi
hwa PEMOHON laku Kreditor i TERMOHON rhak _untuk
menagajukan Permohonan Pem lan __Perdamaian iman
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TERMOHONM TE. ' KTl SECARA SEDERHANA TELAH LALAI/TIDAK
MEMENLU (11S  =RJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DISAHKAN |
BERDASARKAN PUTUSAN NO. |
118/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. ‘

19. Merujuk pada Pasal 3 angka 2 Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah
disahkan melalui Putusan Pengesahan Perdamaian, TERMOHON tunduk
pada isi Perjanjian Perdamaian untuk menyelesaikan kewajiban/utang
kepada PEMOHON dengan skema penyelesaian kewajiban sebagai
berikut:

“2. Tagihan PT Bank Maybank Indonesia, Thk

Bahwa Debitor akan melakukan pelunasan kewajiban kepada PT Bank
Maybank Indonesia Tbk| (selanjutnya disebut “Maybank”) dengan
pembayaran sebesar Rp41.266.385.000,- (empat puluh satu miliar dua
ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu
Rupiah) dengan skema [pembayaran 'secara bertahap. Dana untuk
pelunasan tersebut akan disetor ke dalam Rekening Tim Pengurus yang
terdaftar di Maybank secara bertahap, dengan ketentuan bahwa Tim
Pengurus akan memberikan persetujuan untuk tidak menarik,
memindahkan/transfer Dana tersebut kecuali untuk kepentingan
pembayaran “utang debitor kepada Maybank, dan memberikan
persetujuan Hold Amount maksimum sebesar pembayaran tahap
pertama yakni Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta
Rupiah) pada rekening tersebut, serta akan diikuti dengan pemberian
Standing Instruction kepada Maybank untuk melakukan pendebetan

Dana pada rekening tersebut.

Tahapan-tahapan pembayaran sebagai berikut:

(i) Tahapan-TAHAP 1, Debitor akan membayarkan kepada Maybank
sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta
Rupiah) yang dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) memperoleh
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rekening Tim Pengurus telah ditarik dan diterima efektif oleh
Maybank (in good funds). Untuk kepentingan tersebut, Tim
Pengurus mengeluarkan Standing Instruction kepada Maybank
untuk melakukan pendebetan Dana pada rekening tersebutapabila
Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) telah memperoleh

kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)

Pada hari yang sama dengan tanggal penarikan dan penerimaan
efektif (in good funds) tersebut di atas atau selambat-lambatnya
dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Maybank menyerahkan kepada
Debitor 40 Sertifikat Violet Garden yang menjadi agunan, melalui
Notaris yang ditunjuk oleh Maybank, PT Bank BRI (Persero) dan PT
Bank Tabungan Negara (Persero) dan dilampirkan serta menjadi

satu kesatuan yang utuh dengan Rencana Perdamaian ini.

(i) TAHAP 2, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui
Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang
terdaftar di Maybank sebesar RP4.500.000.000,- (empat milyar
lima ratus juta Rupiah) yang dibayarkan paling lambat 60 (enam
puluh) hari Kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1,
pembayaran berasal dari penagihan piutang atas 3 (tiga) unit rumah
di Violet Garden, yang telah ada kesepakatan pembayaran
30 (tiga puluh) hari setelah sertifikat diserahkan ke notaris yang

disepakati.

Pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran tersebut di atas,
atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari Kerja Maybank
menyerahkan kepada Debitor 15 Sertifikat Violet Garden yang
menjadi agunan, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank,PT
Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan
dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan

Rencana Perdamaian ini.
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terdaftar di Maybank sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar
Rupiah) yang dibayarkan paling lambat 120 (Seratus dua puluh)
hari Kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1, pembayaran
mana berasal dari hasil penjualan tanah seluas +3.000m 2 di Jalan

Terusan | Gusti Ngurah Rai.

Pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran tersebut di atas,
atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Maybank
menyerahkan kepada Debitor 33 Sertifikat Violet Garden yang
menjadi agunan, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank,PT
Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan
dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan

Rencana Perdamaian ini.

(iv) TAHAP 4, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui
Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang
terdaftar di Maybank sebesar Rp10.167.000.000,- (sepuluh milyar
seratus enam puluh tujuh juta Rupiah) yang dibayarkan
180 (Seratus delapan puluh) hari kalender setelah jadwal
pembayaran TAHAP 1, pembayaran mana berasal dari realisasi
pembayaran atas pembebasan tanah di Citayam, Depok untuk
Jalan Tol oleh CMNP.

Pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran tersebut di atas,
atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Maybank
menyerahkan kepada Debitor 34 Sertifikat Violet Garden yang
menjadi agunan, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank,PT
Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan
dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan

Rencana Perdamaian ini.

(v) TAHAP 5, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui
Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang
terdaftar di Maybank sebesar Rp4.099.385.000,- (empat miliar

sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima
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berasal dari hasil pencairan retensi KPR Bank BTN dan Bank BRI
sebagaimana tercantum dalam Rencana Perdamaian.

Pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran tersebut di atas,
atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Maybank
menyerahkan kepada Debitor seluruh Sertifikat Violet Garden yang
masih berada dalam penguasaannya, melalui Notarisyang ditunjuk
oleh Maybank, PT Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan
Negara (Persero) dan dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang

utuh dengan Rencana Perdamaian ini.

Apabila saat jadwal pendebetan saldo rekening tidak cukup maka
Maybank tetap berhak melakukan pendebetan terhadap saldo yang

tersedia di rekening.

Bahwa Debitor PKPU bersama-sama dengan pihak Pelapor
berkewajiban untuk mencabut Laporan Polisi No:
874/K/VINI/2018/Res.JT tanggal 27 Agustus 2018 di Kepolisian Resort
Jakarta Timur paling lambat 14 hari kalender setelah tanggal Putusan
Pengesahan Perdamaian dibacakan, dan akan menyelesaikan
keseluruhan perkara tersebut yang dibuktikan dengan adanya Surat
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian Resort Jakarta
Timur paling lambat 30 hari kalender setelah tanggal Putusan
Pengesahan Perdamaian dibacakan. Asli Surat Pernyataan Pencabutan
Laporan Polisi dan Asli Surat Pencabutan Laporan Polisi harus sudah
ditandatangani oleh Sri Mahanani dan Nusuno Karya sebelum voting
tanggal 17 Juni 2019.”

Namun sangat disayangkan, pada pembavaran Tahap 2. dimana

TERMOHON seharusnya membayar kewajiban sebesar

Rp4.500.000.000.00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah) dalam waktu

paling lambat 60 (enam puluh) hari Kalender setelah jadwal pembayaran
Tahap 1, IER i i

miliar Rupiah n | 2 mber
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Dengan demikian, sampai dengan Permohonan ini diajukan, PEMOHON

21. Terhadap keterlambatan pembayaran dan kekurangan pembayaran Tahap
2 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) oleh
TERMOHON tersebut, PEMOHON telah beberapa kali mengingatkan

TERMOHON, antara lain melalui surat-surat berikut ini:

il Surat N0.S.2019.148/DIRPRESDIR — Remedial Global Management
tanggal 4 Oktober 2019 perihal: Pemenuhan Perjanjian Perdamaian
Penyelesaian Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap II) -
Reminder | (Bukti P-13);

2. Surat N0.S.2019.153/DIRPRESDIR — Remedial Global Management
tanggal 24 Oktober 2019 perihal: Pemenuhan Perjanjian Perdamaian
Penyelesaian Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap II) —
Reminder II (Bukti P-14);

3. Surat N0.S.2020.018/DIRPRESDIR — Remedial  Global

Management tanggal 10 Februari 2020 perihal: Pemenuhan

Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitur an PT
Nusuno Karya (Tahap II) — Reminder Ill (Terakhir) (Bukti P-15).

22.

202 hkan mpai ndan Permohonan ini diajukan, TERMOHON
tetap tidak memenuhi seluruh kewajiban pem ran Tahap 2 kK

n rcantum lam _Perjanjian Perdamaian iman lah

23. Adapun keadaan lalai oleh TERMOHON selaku debitor diatur pula dalam

Pasal 5 angka (2) Perjanjian Perdamaian, sebagai berikut:
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PENGAKHIRAN, PERUBAHARASAN PEMBATALAN PERJANJIAN
1. Perjanjian Perdamaian ini tidak dapat diakhiri dan/atau dirubah baik

sebagian maupun seluruhnya secara sepihak oleh suatu Pihak tanpa

adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya terlebih dahulu.

Bihak dalam Perjanjian Perdamaian ini dan/atau segala hak dan
kewajiban telah selesai dilaksanakan oleh Para Pihak.

3. Para Pihak setuju dan sepakat untuk melepaskan diri dari ketentuan-
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia
dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan
hal ini.

24. Dengan lalainya TERMOHON memenuhi kewajiban pembayaran kepada
PEMOHON walaupun telah berulang kali dilakukan penagihan dan diberikan
tambahan waktu oleh PEMOHON, maka total utang TERMOHON terhadap

PEMOHON sebesar Rp28.766.385.000 (dua puluh delapan milvar tujuh
[ . Wb | i m

tersebut adalah utang yang.telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

25. Adapun tagihan atau piutang'PEMOHON kepada TERMOHON yang telah
jatuh tempo sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 adalah sebesar
Rp28.766.385.000 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam
juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:

Total tagihan Termohon per 19 Maret 2020

Total Kewajiban Termohon Rp41.266.385.000,00
Pembayaran Tahap | = Rp12.500.000.000,00

Sisa Kewajiban = Rp28.766.385.000,00
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27. Dengan demikian, TERMOHON telah terbukti secara sederhana telah
lalai/tidak memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan
berdasarkan Putusan No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
tanggal 17 Juni 2019.

C.
PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DISAHKAN BERDASARKAN
PUTUSAN NO. 118/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. BATAL
DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMYA DENGAN LALAINYA TERMOHON

28. Dengan terbukti ‘lalainyar TERMOHON untuk memenuhi isi Perjanjian
Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan No. 118/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 'Juni 2019, maka PEMOHON
berhak untuk ' mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian
(Homologasi), sebagaimana didukung oleh pendapat Ahli Hukum Kepailitan

Munir Fuady yang menyatakan sebagai berikut;

“Apabila setelah perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi
kemudian pihak debitor tidak melaksanakan isi perdamaian tersebut,
pengadilan niaga dapat membatalkan perdamaian tersebut
(Munir Fuady. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti. 2010. him. 124) (Bukti P-16)

29. Sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Kepailitan sebagaimana tersebu t di
atas, beberapa Putusan Pengadilan juga menyatakan bahwa dalam hal
TERMOHON lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian, maka terdapat
cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PEMOHON untuk
membatalkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Adapun Putusan-

putusan tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor:
65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2017 (Bukti
P-17) yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6,
ternyata Pemohon telah mengirimkan surat kepada Termohon
yang isinya agar Termohon melaksanakan kewajibannya untuk

membayar hutangnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon

tentang pelunasan hutang-hutangnya kepada kreditor-kreditor

lainnya yaitu bukti T-3A sampai dengan T-3G, menurut Majelis
Hakim bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa Iermohon Il

2. Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst.
jo. Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. (Bukti P-18)
yang menyatakan:

‘Menimbang, bahwa dengan ferbukiinya Termohon lalaj

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berus .na untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntab®*
pelaksanaan fungsi peradilar ~lam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dar’  ktu kew 1.
Dalam hal Anda menemuk: masi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI me

al-
Email : kepaniteraan@mat g Telp : 021-384 3348 (ext.318) Hal- jan 19


mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berus .na untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntab’
~lam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dar’  iktu kew
masi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI me
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaksanaan fungsi peradilar
Dalam hal Anda menemuk:
Email : kepaniteraan@mat.

Uy

30.

31.
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terbukti secara sederhana, sah dan meyakinkan telah lalai memenuhi isi
Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam Putusan
Pengesahan Perdamaian. Oleh karena itu, PEMOHON memohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan

Apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pembatalan ini maka
PEMOHON mereservasi hak untuk mengajukan tagihan berdasarkan
Perjanjian Kredit antara PEMOHON dan TERMOHON.

D.

TERMOHON DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN PAILIT DENGAN
ADANYA PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH
DISAHKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN

32.

33.

34.

Dengan telah terbuktinya bahwa TERMOHON telah lalai dalam memenuh i
kewajibannya berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian(Homologasi)
jo. Perjanjian. Perdamaian, maka demi hukum TERMOHON harus

ditetapkan dalam keadaan Pailit.

Adapun dalil PEMOHON tersebut sesuai dengan Pasal 291 ayat (2) UU
Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan Perdamaian, Debitor
. | i | ilit.”

Hal tersebut di atas juga didukung oleh beberapa Putusan Pengadilan

yang membatalkan Perjanjian  Perdamaian dan menyatakan
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1. Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor:
65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2017 (Bukti
P-19) yang menyatakan:

‘Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian perdamaian vang

clan d ankan olen Pengaailan Niaga dinvatakan ..qq

dan Termohon Il harus dinvatakan pailitdengansegala akibat

hukumnya.”

2. Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst.
jo. Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22
November 2017 (Bukti P-20) yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian perdamaian yang

elah disahkan oleh Pengadilan Niagadinyvatakan batal maka

3. Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor
01/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN Niaga Smg, sebagaimana dikuatkan
dalam Putusan Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 4
Desember 2017 (Bukti P-21) yang menyatakan:

‘Bahwa Termohon telah wanprestasi karena tidak memenuhi
o . I
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Kepailitan dan Penundaan Kewaiiban Pembavaran Utana

T hon (Dehitor’ i I

4, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Pedamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst
jo. Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 April
2016, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Nomor 553 K/Pdt.Sus-
Pailit/2016 (Bukti P-22)

“Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang

mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dapat

dibenarkan, karena ternyata Termohon telah Jlalai dalam

Pasal 291 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;”

35. Oleh karenanya, berdasarkan uraian dan ketentuan yang didukung oleh
Putusan-Putusan Pengadilan sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo
untuk menyatakan TERMOHON pailit dengan segala akibat hukumnya
sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.
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E.
DENGAN ADA"'YA ' ‘USAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN
YA GT AHDISAHKAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. |
17 ™PT.ScwP 2U/2018 HARTA TERMOHON DEMI HUKUM BERA. * |
DA %' KeADAAN INSOLVENSI SEBAGAIMANA DIATUR KETEN™ 'AN
PASAL 292 UU KEPAILITAN DAN PKPU

L

36. Majelis Hakim Vang Terhormat, ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan

PKPU berikut penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU:

“‘Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputus berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285, pasal 286 atau
pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.”

Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU:

“Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit

37. Dengan terbuktinya TERMOHON telah lalai dalam memenuhi kewajibannya
kepada PEMOHON sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengesahan
Perdamaian (Homologasi) jo. Perjanjian’ Perdamaian, maka patut dan
sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat
untuk dapat membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi)
jo. Perjanjian Perdamaian.

38. Dengan dibatalkannya Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) jo.

Perjanjian Perdamaian oleh Majelis Hakim yang Terhormat, maka seqala

harta maupun aset-aset milik RMOHON demi

u 1 A

keadaan insolvensi dikarenakan TERMOHON sudah tidak dapat lagi
menawarkan suatu perdamaian kepada PEMOHON dan Kreditor-kreditor

lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU.
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memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan demi
hukum harta-harta serta aset milik TERMOHON berada dalam keadaan

insolvensi sesuai dengan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU.

F.
PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGANGKATAN KURATOR

40. Oleh karena seluruh syarat Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan
Perdamaian (Homologasi) telah terpenuhi di dalam permohonan a quo,
maka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 172 ayat (1) UU Kepalilitan
dan PKPU, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada

i e ) i i

pemberesan atas harta TERMOHON di dalam proses Kepajlitan. Berikut
ini bunyi Pasal 172 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut:

kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu.”

41. Adapun Kurator yang PEMOHON ajukan untuk kepentingan proses
kepailitan terhadapa TERMOHON adalah sebagai berikut:

1) Sdr. Herlin Susanto. S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-
213.AH.04.03-2017 tanggal 7 November 2017, dari Kantor Hukum
Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm), beralamat di The H
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D0k AR VLA UK 480 b. B, Rasuna Said Kav.

2) Sdr. Lahiwadifra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.
AHU.AH.04.03-49 tanggal 22 April 2015, dari Kantor Hukum MJH &
CO, beralamat di Wisma Metropolitan Il 6th Floor, JI. Jend. Sudirman
Kav. 31, Jakarta 12920 (Bukti P-24);

3) Sdr. Hervan Dewan Tara, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang
terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.
AHU-107.AH.04.03-2019 tanggal 23 April 2019, dari Kantor Hukum
HDRA & PARTNERS, beralamat di Eightyeight @Kota Kasablanka
Office Tower, 38" Floor, JI. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan
12870 (Bukti P-25).

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (3) UU
Kepailitan dan PKPU, para calon Kurator yang PEMOHON usulkan tersebut
telah mengeluarkan Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai
Kurator PT Nusuno Karya, yang menyatakan tentang independensinya
sebagai Kurator dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan
PEMOHON maupun TERMOHON, serta tidak sedang menangani perkara
kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara (Bukti P-26 s.d Bukti P28).

G.
PETITUM

43.

Berdasarkan uraian fakta, pendapat ahli hukum, yurisprudensi, dan u n tu k
memenuhi ketentuan Pasal 291 jo. Pasal 170 ayat (1), Pasal 171, dan Pasal
172 ayat (1), serta Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU, maka PEMOHON
memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili
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1.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan
Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019 untuk seluruhnya;

Menyatakan PEMOHON/PT Bank Maybank Indonesia, Thbk.,
merupakan Kreditor yang berhak mengajukan Permohonan
Pembatalan  Putusan  Pengesahan  Perjanjian  Perdamaian
(Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal
17 Juni 2019;

Menyatakan TERMOHON/PT Nusuno Karya telah lalai memenuhi isi
Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2019 yan g telah disahkan
berdasarkan  Putusan = Pengesahan Perjanjian Perdamaian
(Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal
17 Juni 2019;

Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 17 Juni 2019 batal

dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan  Putusan  Pengesahan  Perjanjian  Perdamaian
(Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal
17 Juni 2019 batal dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan TERMOHON/PT Nusuno Karya berada dalam keadaan
pailitdengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan demi hukum harta pailit TERMOHON/PT Nusuno Karya

berada dalam keadaan insolvensi;

Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan
TERMOHON/PT Nusuno Karya;
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9.  Menunjuk dan mengangkat:
1) Sdr. Herlin Susanto. S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan
Pengurus No. AHU-213.AH.04.03-2017 tanggal 7 November
2017, dari Kantor Hukum Arifudin & Susanto Partnership (ASP
Law Firm), beralamat di The H Tower, 18" Floor, Unit 18-F,
Nomor 1807, JI. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Karet Kuningan,

Jakarta Selatan;

2) Sdr. Lahiwadifra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.
AHU.AH.04.03-49 tanggal 22 April 2015, dari Kantor Hukum MJH
& CO, beralamat di Wisma Metropolitan Il 6th Floor, JI. Jend.
Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920;

3) Sdr. Hervan Dewan Tara, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus
yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan
Pengurus No. AHU-107.AH.04.03-2019 tanggal 23 April 2019,
dari’ Kantor Hukum HDRA & PARTNERS, beralamat di
Eightyeight @Kota Kasablanka Office Tower, 38" Floor, JI.
Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870;

sebagai Kurator dalam proses kepailitan TERMOHON/PT Nusuno
Karya.

10. Menghukum TERMOHON/PT Nusuno Karya untuk membayar biaya
perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo berpendapat lain,

maka PEMOHON memohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).
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sebagaimana tersebut diatas;
Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca

surat permohonan pembatalan perdamaian yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah

mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam butir 20 halaman 11 dalam permohonan Pemohon yang

mengatakan:

“Namun sangat disayangkan, pada pembayaran Tahap 2, dimana
TERMOHON seharusnya membayar, kewajiban sebesar Rp.
4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah) dalam waktu paling

lambat 60 (enam puluh) hari Kalender setelah jadwal pembayaran Tahap

sehingga terdapat kekurangan dana pembayaran tahap 2 sebesar Rp.

3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Dengan demikian,
sampai dengan permohonan ini diajukan, PEMOHON belum menerima
pembayaran Tahap 2 secara penuh dan TERMOHON masih memiliki
kewajiban pembayaran Tahap 2 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat
miliar lima ratus juta Rupiah).

2. Bahwa dalam butir 25 halaman 13 dalam permohonan Pemohon yang

mengatakan:

“Adapun tagihan atau piutang PEMOHON kepada TERMOHON yang telah
jatuh tempo sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 adalah sebesar Rp.
28.766.385.000 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh
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Total tagihan Termohon per 19 Maret 2020

Total Kewajiban Termohon = Rp. 41.266.385.000,00
Pembayaran Tahap | = Rp. 12.500.000.000,00
SisaKewajiban = Rp. 28.766.385.000,00

3. Bahwa PT. Inti Investama Indonesia selaku calon investor yang berencana
membeli asset Termohon dan telah membayarkan uang senilai Rp.
1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang mana uang tersebutlangsung
disetorkan kepada Rekening Penampung milik Tim Pengurus
sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Perdamaian No.
118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019 yang
bertujuan untuk melakukan pencicilan pembayaran utang TERMOHON
kepada PEMOHON;

4. Bahwa atas penyetoran uang tersebut, PEMOHON tidak pernah

5.
[ ) [ 1a MOHON karena fotal kewaliban
TERMOHON kepada PEMOHON tidak jelas atau dapat dikategorikan
idak rhana, oleh karena itu Kami mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan

permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak dapat diterima;

IERMOHON MASIH MEMPUNYAI ITIKAD BAIK UNTUK MENYELESAIKAN
KEWAJIBAN KEPADA PEMOHON DAN SELURUH KREDITOR.

6. Bahwa Pemohon juga telah menyelesaikan kewajibannya kepada

Kreditor yang sebagaimana tercantum tersebut (Vide T-1) antara lain:
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3. b odBb0 BERP! (LA RRS INFRRGRIBIahYS: Tbk. sebesar Rp.

b. PT. Bank Maybank Indonesia, Thk. selaku PEMOHON sebesar Rp.
13.500.000.000,-

c. PT. Bank Tabungan Negara Indonesia, Tbk. yakni untuk
menyelesaikan proses peralihan hak;

d. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. yakni untuk menyelesaikan proses

peralihan hak;

7. Bahwa Termohon tidak mempunyai niat sengaja dan/atau itikad tidak baik
untuk melunasi kewajiban kepada Pemohon, namun saat ini yang mana
kegiatan usaha TERMOHON sudah tidak berjalan sejak tahun 2018
ditambah lagi keadaan wabah covid saat ini yang melanda selu ruh dunia,
Termohon tetap ingin menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang
tercantum dalam Perjanjian Perdamaian;

8. Bahwa dalam Pasal 286 Undang-undang 37/2004 tentang Kepailitan dan
PKPU yang berbunyi “ Perdamaian yang telah disahkan mengikat
semua kreditor kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana

perdamaian sebagaiman dimaksud dalam pasal 281 ayat (2);

9. Bahwa dengan demikian-berdasarkan Pasal 286 Undang-undang Nomor.
37 Tahun 2004 tesebut, permohonan pembatalan terhadap Putusan
Pengesahan Perjanjian Perdamaian (homologasi) Nomor.
118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 17 Juni 2919, adalah
secara hukum tidak beralasan. Untuk itu patut ditolak, atau setidak-

tidaknya permohonanPemohondinyatakan tidak dapat diterima;

PENYEILESAIAN KEWAJIBAN KEPADA PEMOHON HANYA DAPAT
SELESAIBILA DILAKUKAN PENYELESAIAN DILUAR KEPAILITAN:

10. Bahwa untuk menjamin penyelesaian kewajiban Termohon kepada
Pemohon, Pemohon menyimpan 157 Sertifikat Hak Guna Bangunan yang
mana rumah-rumah tersebut telah ditempat oleh 157 kepala keluarga,
namun Termohon tetap ingin menyelesaian kewajibannya kepada
Pemohon;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berus .na untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntab’

pelaksanaan fungsi peradilar ~lam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dar’  iktu kew 1.

Dalam hal Anda menemuk: masi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI me Qal-

Email : kepaniteraan@mat e Telp : 021-384 3348 (ext.318) al- jan 30


mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berus .na untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntab’

pelaksanaan fungsi peradilar
Dalam hal Anda menemuk:
Email : kepaniteraan@mat.

Uy

11. BARAARIIARELNQR AN HBRPHBIANMBH KRR Piiicsuanmaa

tidak terjamin;

12. Oleh karena hal tersebut untuk dengan didasarkan kepentingan umum

sertahati Nurani dari Majelis Hakim perkara a quo, untuk dapat menolak

atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

IERMOHON MEMBUTUHKAN WAKTU TAMBAHAN UNTUK DAPAT
MELUNASIKEWAJIBAN KEPADA PEMOHON:

13.Bahwa Termohon telah menerima kembali tiga buah rumah yang terletak

di Violet Garden Blok .............. , Blok................ Blok........... senilai lebih
kurang Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang mana rumah tersebut
akan kami serahkan kepada Pemohon agar dapat dijadikan pelunasan

kewajiban hutang Termohon kepada Pemohon,

.Bahwa dengan adanya aset Termohon tersebut dalam butir 13 di atas,

Termohon bermaksud akan membayar tahapan yang kedua (2) yang
masih kurang kepada Pemohon . Dengan pembayaran tahap kedua
tersebut, maka adalah tidak perlu lagi proses pembatalan perjanjian
perdamaian (homologasi). dalam perkara a quo dilanjutkan (perkara di
dicabut);

. Bahwa berdasarkan Pasal 291 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang mengatakan:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 dan Pasal 171

berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian;

. Bahwa berdasarkan Pasal 170 ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang mengatakan:
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putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 291 ayat (1) jo Pasal 170 ayat (3) dengan ini
Termohon memohon kepada Majelis Hakim Untuk itu kami memohon
kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
c.g. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,
berkenan memutuskan permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak
dapat diterima atau ditolak sehingga Termohon masih mempunyai
kesempatan untuk melunasi kewajibannya kepada Pemohon dalam ranah

diluar pengadilan.

18. Bahwa dalam kondisi Wabah Covid 19 yang melanda Kita (Indonesia) saat
ini, Termohon agak kesulitan untuk melakukan kegiatan bisnisnya namun
Termohon tetap berkeinginan menyelesaikan kewajiban Pemohon. Untuk
itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo, berkenan memutuskan permohonan Pemohon dalam

perkara a quo tidak dapat diterima atau ditolak

Berdasarkan hal-hal dan alasan. hukum tersebut di atas, Termohon memohon
dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
pusat c.g. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan

memutuskan :

- Menolak Permohonan pembatalan terhadap Putusan Pengesahan
Poerjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor.
118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., Tanggal 17 Juni 2019.ATAU,
setidak-tidaknya dinyatakan permohonan pembatalan terhadap Putusan
Pengesahan perjanjian Perdamaian (homologasi) Nomor.
118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga .Jkt.Pst, Tanggal 17 Juni 2019, tidak

dapat diterima;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
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berikut :

.Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti sebagai

1. Bukti P-1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran

2. Bukti P-2

3. Bukti P-3 :

Dasar PT Bank Internasional Indonesia Thk Nomor 60
tanggal 24 Agustus 2015, dibuat oleh Aryanti Artisari,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan
HakAsasiManusiaRepublik ~ Indonesia  NomorAHU-
0941203.AH.01.02.TAHUN 2015 tentangPersetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.
Bank Maybank Indonesia Tbk tanggal 26 Agustus 2015.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Maybank

Indonesia Thk Nomor 44 tanggal 29 Maret 2019, dibuat

oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

4, Bukti P-4 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia | Nomor: AHU-AH.01.03-0190523 Perihal:
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT Bank Maybank Indonesia Tbk tanggal 8 April 2019.

5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174090509680005 atasnama

Muhamadian.

6. Bukti P-6 : Kartu Tanda-Penduduk Nomor 3171020504700002 atasnama

Effendi ST.

7. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

8. Bukti P-8

9. Bukti P-9

Pusat Perkara Nomor:
118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12
September 2018.

Surat Permohonan Pencatatan Tagihan tanggal 26
September 2018.

Perjanjian Perdamaian tanggal 17 Juni 2019.

10.  Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

11.  BuktiP-11

Pusat No. 118/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019.
Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor:
65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember
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12. BukiP-12 : Pldsan No. 07/Pdt.Sus-
Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst. jo. Nomor:

39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

13. Bukti P-13 : Surat N0.S.2019.148/DIRPRESDIR — Remedial Global
Management tanggal 4 Oktober 2019 perihal:
Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian
Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap ).

14.  BuktiP-14 : Surat No.S.2019.153/DIRPRESDIR — Remedial Global
Management tanggal 24 Oktober 2019 perihal:

Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian
Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap Il) —
Reminder II.

15. Bukti P-15 : Surat No0.S.2020.018/DIRPRESDIR — Remedial Global
Management tanggal 10 Februari 2020 perihal:
Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian
Kewajiban [Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap Il) —
Reminder Il (Terakhir).

16.  Bukti P-16 : Pendapat Ahli Hukum Munir Fuady dalam buku:“HukumPailit
dalam Teori dan Praktek”, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti. 2010. him. 124.

17.  BuktiP-17 : Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor:
65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember
2017.

18. Bukti P-18 = : Putusan No. 07/Pdt.Sus-
Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst. jo. Nomor:
39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

19. BuktiP-19 : Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor:
65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember
2017.

20. Bukti P-20 : Putusan No. 07/Pdt.Sus-
Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst. jo. Nomor:
39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22
November 2017.

21. BuktiP-21 : Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg
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K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 4 Desember 2017.
22.  Bukti P-22 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor  02/Pdt.Sus-Pembatalan
Pedamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pstjo. Nomor
08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Psttanggal 6 April
2016, sebagaimanadikuatkandalamPutusanNomor 553
K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

23. Bukti P-23 : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-
213.AH.04.03-2017 tanggal 7 November 2017 atasnama
Herlin Susanto, S.H., M.H.

24, Bukti P-24 : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.
AHU.AH.04.03-49 tanggal 22 April 2015 atas nama
Lahiwadifra, S.H.

25.  Bukti P-25 : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-
107.AH.04103-2019 tanggal 23 April 2019 atas nama
Hervan Dewan Tara, S.H., M.Kn.

26.  Bukti P-26 : Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Kurator
PT Nusuno Karya atas nama Herlin Susanto, S.H., M.H.

27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Kurator
PT Nusuno Karya atas nama Lahiwadifra, S.H.

28.  Bukti P-28 : Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Kurator
PT Nusuno Karya atas nama Hervan Dewan Tara, S.H.,
M.Kn.

29.  Bukti P-29 : Surat Law Office Syarif Fadillah & Partners No. 27/SRF -
ADV/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal: Tahapan

Pembayaran.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon
mengajukan bukti sebagai berikut:
1. Bukti T.1 : PutusanNo0.118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst

2. Bukti T.2 : Laporan Rekening Statement Of Account Maybank yangditijukan
kepada YUDHI WIBISANA AND MOHAMAD RIZKI
(Pengurus PT. Nusuno Karya (dalam PKPU))
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3.
4,

10.

11.

12.

13.

Bukti T.3

Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 25 September 2019

Bukti T.4 : Buktisurat PT. Maybank Indonesia Tbk (PEMOHON) kepada

Bukti T.5
Bukti T.6

Bukti T.7

Bukti T.8

Bukti T.9

Bukti T.10 :

Bukti T.11 :

Bukti T.12 :

Bukti T.13 :

PT. Nusuno Karya tentang Pemenuhan Perjanjian
Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitu ra/n PT.

Nusuno Karya (Tahap II) tertanggal 10 Februari 2020.

. Bukti surat dari Ex Pengurus PT. Nusuno Karya (dalam PKPU).

Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 April 2020. Antara
PT. Nusuno Karya dengan Dayat Syarif Narkis
(konsumen Violet garden yang menempati Blok B 5,6,
dan 7).

. TandaTerimaCekPembayaranNomor 094528 tertanggal 26

Juni 2019 dari Ex Pengurus PT. NUSUNO KARYA
(DALAM PKPU) kepada PT. Bank Woori Saudara
Indonesia 1906, Tbk.

Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BCA
atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor
Transaski Bank 000031136427 Tanggal 05-12-2019.

Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCAatas
Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaski
Bank 000031136563 Tanggal 05-12-2019.

Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCAatas
Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaski
Bank 000031136697 Tanggal 05-12-2019.

Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA atas
Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaski
Bank 000031136789 Tanggal 05-12-2019.

Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA atas
Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaski
Bank 000031136933 Tanggal 05-12-2019.

Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA atas
Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaski
Bank 000031137078 Tanggal 05-12-2019.
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atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor
Transaski Bank 000031691630 Tanggal 07-12-2019.

15. BuktiT.15 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA
atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor
Transaski Bank 000031794091 Tanggal 17-12-2019.

16  BuktiT.16 . Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA
atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor
Transaski Bank 000032996144 Tanggal 04-02-2020.

17  BuktiT.17 . Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BNI
atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor
Transaski Bank 00003582724 Tanggal 06-05-2020.

18. BuktiT.18 : Tanda Terima Surat Usulan Perdamaian Nomor
27/SRF-ADV/V/2020 dari Syarif Fadillah & Partners
kepada Pimpinan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Termohon,
Pemohon mengajukan replik tertanggal 4 Mei 2020, dan Pemohon mengaju kan
duplik tertanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon mengajukan
kesimpulan tertanggal 8 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab tersebut serta didasari atas surat
kuasa serta bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara perlu kiranya Majelis
Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara a quo adalah perkara
pembatalan perdamaian sebagaimana putusan homologasi No. 118/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
menyampaikan bahwa Termohon telah lalai memenuhi isi Perjanjian
Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan No. 118/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019, untuk itu maka Pemohon
berhak untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi);

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Termohon mengakui
belum bisa memenuhi kewajibannya sepenuhnya karena kondisi Wabah Covid
19 yang melanda Indonesia saat ini, Termohon agak kesulitan untuk melakukan

kegiatan bisnisnya namun Termohon tetap berkeinginan menyelesaikan
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untuk dapat melunasi kewajiban kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa atas permohonan Termohon PKPU untuk diberikan

tambahan waktu untuk dapat melunasi kewajiban kepada Pemohon , Majelis
Hakim telah memberikan perpanjangan waktu / kelonggaran sebagaimana
Putusan No. 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.
Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 15 Juni 2020 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI
1. Memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya

paling lama 30 (tiga puluh) hari;

2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara No. 03/Pdt.Sus-
Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Juli 2020 untuk
mendengarkan perkembangan penyelesaian kewajiban oleh debitur dari
Pemohon dan Termohon sebelum putusan akhir dijatuhkan;

3. Menangguhkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah mendengar
perkembangan penyelesaian kewajiban debitur kepada krediturnya, dimana pada
pokoknya debutur belum dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana isi
Perjanjian Perdamaian yang-.telah disahkan berdasarkan Putusan No.
118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pihak
Para Pemohon telah' mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat
dipersidangan bertanda P-1 sampai dengan P-29, sedangkan Termohon
mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan bertanda T-1
sampai dengan T-18;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari
Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon serta dih ubungkan dengan alat
bukti surat dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa materi atau pokok
permohonan Pemohon yang harus dipertimbangkan adalah “Apakah Termoh on
telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan
berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Su s-
PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 20197?”;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas Majelis

Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
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Utang dalam Pasal 170 menyatakan :
(1) KREDITOR DAPAT MENUNTUT PEMBATALAN suatu

PERDAMAIAN yang telah Disahkan APABILA DEBITOR LALAI
MEMENUHI ISI PERDAMAIAN tersebut.

(20 Debitor WAJIB MEMBUKTIKAN bahwa perdamian telah
dipenuhi.

Pasal 291:
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 170 dan Pasal 171

BERLAKU mutatis mutandis  TERHADAP PEMBATALAN
PERDAMAIAN.

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 291 jo. ketentuan Pasal 170
ayat (1) dan (2) Undang undang Kepalilitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang setiap KREDITOR di dalam suatu perjanjian perdamaian
yang telah disahkan berdasarkan putusan Pengadilan (homologasi) DAPAT
MENGAJUKAN PEMBATALAN SUATU PERDAMAIAN yang telah disahkan
APABILA MENGANGGAP DEBITOR LALAI memenuhi isi perdamaian, dan
DEBITOR WAJIB MEMBUKTIKAN BAHWA PERDAMIAN TELAH DIPENUHI;

Menimbang, bahwa Bukti P-10 berupa putusan homologasi,
sebagaimana diakui pula oleh. Termohon dalam jawabannya, membuktikan
bahwa Termohon telah melewati Proses PKPU yang telah berakhir damai dengan
disahkannya perjanjian perdamaian melalui Putusan Pengesahan Perdamaian
(Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni
2019, dimana Pemohon merupakan Kreditor dalam proses PKPU tersebut dan
Termohon memiliki kewajiban untuk tunduk dan taat terhadap setiap isi Putusan
Pengesahan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Perjanjian Perdamaian
sebagaimana telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian yang telah
berkekuatan hukum tetap, maka Termohon (selaku debitor) bersama- sama
dengan Pemohon (sebagai kreditor Termohon) haruslah tunduk dan taat terhadap
isi perdamaian yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah
disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.
118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019 dan putusan
tersebut menjadi alas hak yang dapat dijalankan terhadap
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Perjanjian Perdamaian yang telah

dihomologasi sebagaimana dalam Putusan Pengesahan Perdamaian
(Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni

2019. Termohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengesahan Perdamaian

(Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni
2019. terkait perjanjian perdamaian sehubungan adanya Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara Para Kreditor in casu
salah satunya adalah Pemohon dengan Debitor in casu Termohon, telah
ternyata bahwa Jadwal pembayaran pokok dan bunga dari Para Termohon

terhadap pemohon adalah sebagai berikut:

“2. Tagihan PT Bank Maybank Indonesia, Thk
Bahwa Debitor akan melakukan pelunasan kewajiban kepada PT Bank

Maybank Indonesia Tbk| (selanjutnya disebut “Maybank”) dengan
pembayaran sebesar Rp41.266.385.000,- (empat puluh satu miliar dua
ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu

Rupiah) dengan skema [pembayaran secara bertahap. Dana untuk

pelunasan tersebut akan disetor ke dalam Rekening Tim Pengurus yang

terdaftar di Maybank secara bertahap, dengan ketentuan bahwa Tim

Pengurus akan memberikan persetujuan untuk tidak menarik,

memindahkan/transfer Dana tersebut kecuali untuk kepentingan

pembayaran’ utang debitor kepada Maybank, dan memberikan
persetujuan Hold Amount maksimum sebesar pembayaran tahap
pertama yakni Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta

Rupiah) pada rekening tersebut, serta akan diikuti dengan pemberian

Standing Instruction kepada Maybank untuk melakukan pendebetan

Dana pada rekening tersebut.

Tahapan-tahapan pembayaran sebagai berikut:

(i) Tahapan-TAHAP 1, Debitor akan membayarkan kepada Maybank
sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta
Rupiah) yang dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan
Pengesahan Perdamaian (Homologasi) memperoleh kekuatan
hukum tetap (Inkracht van gewijsde). Pembayaran dianggap telah
diterima dengan baik apabila dana yang berada di rekening Tim

Pengurus telah ditarik dan diterima efektif oleh
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untuk melakukan pendebetan Dana pada rekening tersebut apabila
Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) telah memperoleh

kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)

Pada hari yang sama dengan tanggal penarikan dan penerimaan
efektif (in good funds) tersebut di atas atau selambat-lambatnya
dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Maybank menyerahkan kepada
Debitor 40 Sertifikat Violet Garden yang menjadi agunan, melalui
Notaris yang ditunjuk oleh Maybank, PT Bank BRI (Persero) dan PT
Bank Tabungan Negara (Persero) dan dilampirkan serta menjadi

satu kesatuan yang utuh dengan Rencana Perdamaian ini.

TAHAP 2, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui
Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang
terdaftar di Maybank sebesar RP4.500.000.000,- (empat milyar
lima ratus juta Rupiah) yang dibayarkan paling lambat 60 (enam
puluh) hari Kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1,
pembayaran berasal dari penagihan piutang atas 3 (tiga) unit rumah
di Violet Garden, yang telah ada kesepakatan pembayaran

30 (tiga puluh) harj setelah sertifikat diserahkan ke notaris yang
disepakati.

Pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran tersebut di atas,
atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari Kerja Maybank
menyerahkan kepada Debitor 15 Sertifikat Violet Garden yang
menjadi agunan, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank,PT
Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan
dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan

Rencana Perdamaian ini.

TAHAP 3, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui
Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang
terdaftar di Maybank sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar
Rupiah) yang dibayarkan paling lambat 120 (Seratus dua puluh)
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Terusan | Gusti Ngurah Rai.

Pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran tersebut di atas,
atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Maybank
menyerahkan kepada Debitor 33 Sertifikat Violet Garden yang
menjadi agunan, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank,PT
Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan
dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan

Rencana Perdamaian ini.

(iv) TAHAP 4, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui
Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang
terdaftar di Maybank sebesar Rp10.167.000.000,- (sepuluh milyar
seratus enam puluh tujuh juta Rupiah) yang dibayarkan
180 (Seratus delapan puluh) hari kalender setelah jadwal
pembayaran TAHAP 1, pembayaran mana berasal dari realisasi
pembayaran atas pembebasan tanah di Citayam, Depok untuk
Jalan Tolioleh CMNP.

Pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran tersebut di atas,
atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Maybank
menyerahkan kepada Debitor 34 Sertifikat Violet Garden yang
menjadi agunan, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank,PT
Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan
dilampirkan. serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan

Rencana Perdamaian ini.

(v) TAHAP 5, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui
Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang
terdaftar di Maybank sebesar Rp4.099.385.000,- (empat miliar
sembilan puluh sembilan jutatigaratus delapan puluh lima ribu
Rupiah) yang dibayarkan 240 (dua ratuh empat puluh) hari kalender
setelah jadwal pembayaran TAHAP 1, pembayaran manaberasal
dari hasil pencairan retensi KPR Bank BTN dan Bank BRI

sebagaimana tercantum dalam Rencana Perdamaian.
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Menimbang, bahwa pada pembayaran Tahap 2, dimana Termohon
seharusnya membayar kewajiban sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar
lima ratus juta Rupiah) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari Kalender
setelah jadwal pembayaran Tahap 1, Termohon hanya melakukan penyetoran ke
Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) pada tanggal 25 September 2019,
sehingga terdapat kekurangan dana pembayaran Tahap 2 sebesar
Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Dengan demikian, sampai
dengan Permohonan ini diajukan, Pemohon belum menerima pembayaran Tahap
2 secara penuh dan Termohon masih memiliki kewajiban pembayaran Tahap 2
sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah). Terhadap
keterlambatan pembayaran dan kekurangan pembayaran Tahap 2 sebesar
Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) oleh Termohon tersebut,
Pemohon telah beberapa kali mengingatkan Termohon, antara lain melalui surat-
surat berikutini:

1. Surat No.S.2019.148/DIRPRESDIR — Remedial Global Management tanggal 4
Oktober 2019 perihal: Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian
Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap II) - Reminder | (vide Bukti P-
13);

2. Surat N0.S.2019.153/DIRPRESDIR — Remedial Global Management tanggal
24 Oktober 2019 perihal: Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian
Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap II) — Reminder Il (vide Bukti P-
14);

3. Surat No.S.2020.018/DIRPRESDIR — Remedial Global Management tanggal
10 Februari 2020 perihal: Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian
Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap II) — Reminder Il (Terakhir)
(vide Bukti P-15).

Menimbang, bahwa sampai dengan batas waktu terakhir yang diberikan
oleh Pemohon dalam Surat Reminder Il (Terakhir) (vide Bukti P-13), yaitu 14
Februari 2020 atau bahkan sampai dengan Permohonan ini diajukan, Termohon
tetap tidak memenuhi seluruh kewajiban pembayaran Tahap 2 kepada Pemohon,
atau dengan kata lain Termohon telah lalai untuk memenuhi serta tidak tunduk
dan tidak taat terhadap isi perdamaian yang tercantum dalam Perjanjian
Perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam Putusan Pengesahan

Perdamaian.
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jadwal Pembayaran sebagaimana Putusan Pengesahan Perdamaian
(Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni
2019, kepada Pemohon. Namun di melalui surat jawabannya menyatakan bahwa
Termohon tidak mempunyai niat sengaja dan/atau itikad tidak baik untu kmelunasi
kewajiban kepada Pemohon, namun saat ini yang mana kegiatan usaha
TERMOHON sudah tidak berjalan sejak tahun 2018 ditambah lagi keadaan
wabah covid saat ini yang melanda seluruh dunia, Termohon tetap ingin
menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Perjan jian
Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis
hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Termohon telah lalai dalam
melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian, setidak-tidaknya karena Termohon
tidak melaksanakan dan/atau tidak dapat membuktikan Termohon telah
memenuhi kewajiban pembayaran kepada Para Pemohon sesuai skema yang
telah diperjanjian daam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam
Putusan  Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim
untuk menyatakan ' Termohon-.telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian
perdamaian telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian
(Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni

2019;
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon terbukti telah lalai dalam

memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis
Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pembatalan a quo yang diaju kan oleh
Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon terbukti telah lalai dalam
memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis
Hakim untuk untuk menyatakan membatalkan pengesahan perdamaian yang
telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.
118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 291 jo. Pasal 170
Undang - undang no 37 Tahun 2004, maka dengan dibatalkannya perjanjian
perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian
(Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni
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PT. Nusuno Karya dengan segala akibat hukumnya;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk keperluan pemberesan harta pailit

dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (3) Undang - undang no

37 Tahun 2004, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dan Kurator yang

namanya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam surat permohonannya Pemohon
mengajukan 3 (tiga) nama kurator dimana keduanya dan tidak mempunyai
benturan kepentingan dengan Para Pemohon dan/atau Termoh on ,yakni :

a. Sdr. Herlin Susanto. S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-213.AH.04.03- 2017
tanggal 7 November 2017, dari Kantor Hukum Arifudin & Susanto Partnership
(ASP Law Firm), beralamat dii The H Tower, 18t Floor, Unit 18- F, Nomor
1807, JI. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;

b. Sdr. Lahiwadifra, S.H., Kuratoridan Pengurus yang terdaftar di Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti

Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-49 tanggal 22 April
2015, dari Kantor Hukum MJH| & CO, beralamat di Wisma Metropolitan Il 6th
Floor, JI. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920;

c. Sdr. Hervan Dewan Tara, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia den gan
Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-107.AH.04.03- 2019
tanggal 23 April 2019, dari Kantor Hukum HDRA & PARTNERS, beralamat di
Eightyeight @Kota Kasablanka Office Tower, 38™ Floor, JI. Casablanca Raya
Kav. 88, Jakarta Selatan 12870;

Menimbang, bahwa terhadap imbalan jasa Kurator akan ditetapkan
kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum
dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 setelah Kurator
menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan
seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang

jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;
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Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

pr-

Mengabulkan Tuntutan Pembatalan Perdamaian Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disahkan
(homologasi) berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi)
No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019 antara
Termohon - PT Nusuno Karya dengan Kreditor;

3. Menyatakan Termohon - PT Nusuno Karya, Perseroan Terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
JI. Raya Jatiwaringin No. 9 Lt. 2, Pangkalan Jati — Jakarta Timur, Indonesia,
dahulu Debitor PKPU, dinyatakan DALAM KEADAAN PAILIT DENGAN
SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

4. Menunjuk Sdr. Robert Limbong,S.H.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

5. Mengangkat Saudara :

a. Sdr. Herlin Susanto. S.H.,[M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 213.AH.04.03-
2017 tanggal 7 November 2017, dari Kantor Hukum Arifudin & Susanto
Partnership (ASP. Law Firm), beralamat di The H Tower, 18" Floor, Unit
18-F, Nomor 1807, JI. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta
Selatan;

b. Sdr. Lahiwadifra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-49
tanggal 22 April 2015, dari Kantor Hukum MJH & CO,beralamat di Wisma
Metropolitan 1l 6th Floor, JI. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920;

c. Sdr. Hervan Dewan Tara, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang
terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.
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Office Tower, 38" Floor, JI. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan
12870;
untuk bertindak sebagai Kurator dalam proses pailt DEBITOR PAILIT
tersebut;
6. Menetapkan bahwa imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan
ditentukan kemudian setelah selesainya Tim Kurator menjalankan tugas;
7. Menangguhkan untuk menetapkan biaya perkara aquo sampai selesainya
proses pailit aquo.
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hariini
ditetapkan sejumlah Rp.2.687.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh
tujuh ribu rupiah);

Demikian di pemberian kelonggaran kepada debitor dijatuhkan dalam
sidang permusyawaratan Majelis 'Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh kami, H.
SUNARSO, S.H., M.H,, sebagai Hakim Ketua, DUTA BASKARA, S.H., M.H.
dan MADE SUKERENI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga, dengan
dibantu oleh ZUHERNA, S.H.,"M:H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon

serta Kuasa Termohon.

Hakim-hakim Anggota, Hakim KetuaMajelis,

DUTABASKARA, S.H., M.H. H. SUNARSO, SH., MH.

MADE SUKERENI, S.H., M.H.
PaniteraPengganti,

ZUHERNA, S.H., M.H.
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Rincisgiaya — biaya :

:Rp. 1.000. 000,-

- Bipro ' Rp.
- BNBP Panggilan Rp.
- Materai ' Rp.
- Panggilan ' Rp.
- PNBP Pemberitauan Putsan : Rp.

- Pemberitahuan Putusan Rp.
- Redaksi :Rp. +
Jumlah
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